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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

1. Menetapkan ukuran independensi KPK dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenang pada sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah dibentuk 

Undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 

independensi adalah tidak adanya ketergantungan, sikap mental yang 

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, bebas membuat 

Keputusan sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain, tidak dipengaruhi dan 

tidak memihak. Secara fungsional, independen berarti bebas dalam 

menentukan atau kebijakan. Secara instrumental, independen berarti 

bebas menentukan alat kebijakan yang akan digunakan oleh lembaga 

secara mandiri. Independensi KPK dalam tugas dan wewenangnya tidak 

bersifat mutlak karena dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, KPK 

harus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pencegahan tindak 

pidana korupsi. Koordinasi dengan pihak lain bertujuan untuk  

meningkatkan sinergitas dalam penanganan tindak pidana korupsi, 

sehingga pelaksanaan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif. 
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2. Menegaskan tentang kedudukan KPK pada sistem ketatanegaraan di 

Indonesia setelah dibentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil yang 

kedua bahwa, keberadaan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun 

kekuasaan eksekutif. KPK adalah bagian dari kekuasaan eksekutif, 

karena KPK melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu 

berkoordinasi, mensupervisi, memonitor, melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan.  

B. Saran 

1. Independensi KPK sebagai lembaga negara untuk memberantas korupsi 

di Indonesia adalah suatu tuntutan mutlak. Perlu adanya penguatan 

independensi kelembagaan dan fungsi KPK melalui pembaharuan 

kembali substansi undang-undang KPK memperteguh KPK sebagai 

lembaga negara independen, serta konsep pembagian fungsi antar 

lembaga pemberantasan korupsi dalam bidang penindakan, pengawasan 

dan pemeliharaan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 

sistem checks and balances.  

2. Keberadaan KPK sebagai suatu lembaga negara yang membantu 

pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah sesuai dengan 

tujuan pendirian negara seperti yang tercantum pada Pembukaan UUD 

NRI 1945 alinea IV yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Perlu 
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adanya kegiatan koordinasi dan supervisi melalui pelembagaan wadah 

komunikasi antar lembaga, dalam hal ini KPK menurut Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2019 yang menuliskan bahwa KPK  masuk dalam 

rumpun kekuasaan eksekutif. KPK, Kepolisian dan Kejaksaan 

membangun Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu 

(SKPKT). 
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